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BABYV

PEMBAHASAN

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah tak terlepas dari
keluarnya peraturan tentang perbankan yaitu, UU No 7 tahun 1992 yang
membolehkan operasional bank dengan sistem bagi hasil di Indonesia, UU No 10
tahun 1998, yang mengatur tentang dual banking-system yaitu peraturan yang
membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di
cabang nya, dan terbitnya UU No 23 tahun 1999. Perkembangan selanjutnya
adalah keluarnya fatwa tentang haram nya bunga bank yang dikeluarkan oleh
MUI pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap laju pertumbuhan industri perbankan syariah. Hal ini terlihat dengan
terjadinya over likuiditas perbankan syariah yang mencapai 300 miliar rupiah.
Perkembangan selanjutnya dengan tumbuhnya industri perbankan syariah yang
dapat dilihat dengan munculnya 3 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah
di beberapa bank konvensional di Indonesia.

Berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain: (1)
produk pengumpulan dana, terdiri dari: giro Wadi 'ah, tabungan mudharabah, dan
deposito mudharabah; (2) produk pembiayaan: murabahah, bai’ as salam, bai
istishna’, ijarah, musyarakah, mudharabah.(3) produk jasa; al-wakalah, al-
hawalah, kafalah, dll

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya
memiliki core produét pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk

pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Muhammad, 2005). Kehadiran bank



syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan
sektor riil. Hal ini dikarenakan pola mudharabah dan musyarakah adalah pola
investasi langsung pada sektor riil, refurn pada sektor keuangan (bagi hasil),
dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh sektor riil. Hal ini berarti
keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang
meningkatkan pertumbuhan sektor riil, Fungsi tersebut akan terwujud bila bank
syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan
musyarakah) sebagai core productya.

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah
dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Menurut Muhammad Imadudin (2005),
upaya untuk mengoptimalkan mudharabah pada bank syariah melalui berbagai
langkah, antara lain adalah: Pertama, Kesinambungan dan transparansi informasi
terhadap usaha yang akan dijalankaﬁ. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu
yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini
bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus
mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.
Kedua, Pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank
syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan
amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk
dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa
yang mandiri. Kefiga, Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi,

dan sesuai dengan prinsip syariah.




33

Terkait dengan masalah Assymetric information, Presley & Session
mengenalkan konsep incentive-compatible constraint yang mencakup empat
aspek, yaitu: pertama, higher stake of net worth, kedua hight operating risk firms
have higher leverage, ketiga lower fraction of unobservable cash-flow; dan
keempat lower fraction of non-controllable cost. Model ini diadopsi oleh Karim
(2000) dalam Muhammad (2005) untuk mengendalikan penerapan pembiayaan
mudharabah di Bank Muammalat Indonesia dengan mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko assymetric information dengan menerapkan batasan-batasan
tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, yaitu: pertama,
menerapkaﬁ batasan agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan
atan mengenakan jaminan. Kedua, menerapkan syarat agar mudharib melakukan
bisnis yang risiko operasinya lebih rendah, Ketiga, Menetapkan syarat agar
mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, Keempat,
Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrol
nya rendah.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2005) model-model untuk mengurangi risiko
assymelric information tersebut diatas dapat dijelaskan secara lebih detail yaitu;

1. Higher Stake In Net Worth, dalam praktiknya syarat yang dapat diterapkan
berupa; (1) penetapan praktiknya : syarat yang dapat diterapkan apabila
porsi modal mudharib dalam suatu usaha lebih tinggi, insentifnya untuk
berlaku berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena
pengusaha juga akan menanggung kerugian atas tindakannya. (2)

penetapan agunan berupa fixed asset pengenaan jaminan juga akan
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mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang
sudah diberikan itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya
(character risk). (3) penggunaan pihak penjamin; seringkali bank sebagai
pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon mudharib, oleh karena
itu bank dapat meminta agar calon mudharib menyediakan pihak penjamin
yang mengenal calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atas
character risk calon mudharib. (4) penggunaan pihak pengambil alih
utang: Dalam beberapa kasus, pthak penjamin bersedia mengambil alih
kewajiban calon mudharib bila terjadi kerugian yang disebabkan character
risk calon mudharib.

. Lower Operating Risk, dalam praktiknya syarat yang dapat diterapkan
berupa; penetapan rasio maksimal fixed asset terhadap total asset, hal ini
dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada
fixed asset secara berlebihan,

Unobservable Cash Flow, dalam praktik syarat dapat diterapkan berupa;
Pertama, monitoring secara acak atau inspeksi secara mendadak karena
bisnis mudharib arus kas nya tidak dapat diketahui secara transparan oleh
pemilik dana. Metode ini biasanya di terapkan pada; (1) bisnis yang skala
usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik,
(2) bisnis yang musiman atau berjangka pendek. Kedua, monitoring secara
periodik, Dalam metode ini, mudharib di dorong untuk menyiapkan

laporan periodik atas bisnis yang di biayai oleh dana mudharabah. Ketiga,
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melibatkan pihak ketiga sebagai auditor ).fang akan memeriksa kebenaran
laporan keuangannya.

4. Non-controllable Cost, dalam praktiknya syarat yang diterapkan adalah;

(1) Revenue sharing, metode ini dilakukan untuk mengurangi timbulnya
per;elisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul. (2) Penetapan
minimal profit marjin; metode ini di lakukan untuk mengantisipasi
adanya indikasi bahwa mudharib lebih mementingkan volume
penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marjinnya
sehingga dapat merugikan pihak bank sebagai pemilik dana.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya untuk
mengotimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Penerapan manajemen
risiko ini terkait untuk mengantisipasi berbagai macam risiko yang potensial akan
muncul dalam pembiayaan bagi hasil, diantaranya risiko kredit, dan risiko pasar
" (tekait usaha yang dibiayai).

Menurut Muhammad (2005) penerapan manajemen risiko dapat diawali
dengan melakukan penyaringan (screening) terhadap calon nasabah dan proyek
yang dibiayai, karena manajemen pembiayaan bank syariah sangat berkaitan
dengan risiko karakter nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Menurut
Muhammad (2005), risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek; (I) faktor
skill, meliputi kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis,
mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasi bahasa
bisnis. (II) faktor reputasi, meliputi frack-recod baik sebagai karyawan,

direkomendasi_kan sumber terpercaya, memiliki jaminan usaha. (III) faktor asal
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usul, meliputi memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor,
sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas social terpandang. Sementara itu
risiko terhadap proyek atau usaha terjadi karena ; pertama, kemungkinan
terjadinya kebangkrutan bisnis dan yang kedua adalah jaminan yang diberikan
oleh nasabah atas besarnya pembiayaan yang terima.

Sedangkan untuk meminimalisasi risiko assymetric information dan menekan
biaya monitoring pada pembiayaan bagi hasil ke sektor UMKM, bank syariah
dapat melakukan pola kemitraan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu
dengan menggunakan model Lingkage Program yang sudah di kenalkan oleh
Bank Indonesia, Model Lingkage Program ini terdiri dari Executing (Pembiayaan
ke Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) dengan equity Financing), Join
Financing (pembiayaan bersama), atau Channeling. Pola kemitraan dengan
Lembaga keuangan mikro ini di Iai(ukan karena lembaga keuangan mikro (BPRS,
Koperasi Syariah, BMT) yang tersebar di seluruh pelosok wilayah lebih mengenal
kebutuhan jasa keuangan, karakter, adat istiadat dan sifat nasabah setempat,
khususnya UMKM sehingga potensi munculnya risiko kredit macet dapat di
tekan, selain itu dengan pola kemitraan ini diharapkan dapat menekan biaya
monitoring perbankan, karena lembaga kevangan mikro dapat berperan sebagai
auditor atau pengawas dan pendamping usaha nasabah dengan efektif dan efisien,
karena letak usahanya lebih dekat dengan tempat usaha nasabah yang di biayai.

Menurut Ascarya (2005), alternatif solusi untuk pemecahan masalah
rendahnya pembiayaan bagi hasil bank syariah terdapat beberapa macam

alternatif] yaitu :
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Internal bank syariah

. Peningkatan jumlah dan pemahaman/kualitas Sumber Daya Insani bank

syariah

Pengembangan Produk yang menarik, aplikatif dan simpel
Nasabah bank syariah

Sosialisasi perbankan syariah dan produknya ke masyarakat

Pemerintah dan Regulasi

. Revisi semua regulasi yang kurang mendukung, memberlakukan system

insentif, dan atau menerapkan regulasi tegas
Menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan DSN, DPS, BI (konsultan,

Jika memungkinkan) agar tercipta sinergi yang harmonis.

Sedangkan menurut Muhammad Imaduddin (2005) dalam (Republika Online,

2007) terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan bank syariah dalam

mengembangkan produk bagi hasil, yang intinya bekerjasama dengan pihak lain

dalam menanggung risiko, antara lain:

1

Adanya lembaga penjamin yang memiliki kredibilitas dan amanah dalam
memback-up usaha yang dijalankan dengan sistem musyarakah dan
mudharabah.

Melibatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah dan profesional

sebagai penjamin usaha nasabah.
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3. Bank syariah harus mempunyai sasaran dan target usaha yang jelas dan
baik prospeknya untuk dikembangkan, tidak hanya sekedar ada jaminan
saja yang layak dikembangkan.

4. Bank syariah juga sebaiknya memiliki jiwa entrepreneurship , artinya,
mereka juga harus memiliki jiwa pengusaha yang berani mengambil risiko
sesuai kemampuan.

- Ketersediaan asser bank syariah ternyata berhubungan positif dengan tingkat
penyaluran produk pembiayaan bagi hasil kepada nasabah. Oleh karena itu,
dengan kondisi tingkat Suku bunga sekarang ini yang terus turun pada kisaran 8
persen, sebenarnya merupakan momentum yang tepat bagi bank syariah untuk
meningkatkan jumlah assetnya melalui penghimpunan dana dari nasabah, karena
bank syariah dapat memberikan expected Rate of return yang lebih tinggi
dibandingkan dengan interest Rate bank konvensional. Upaya peningkatan asset
bank syariah juga dapat ditempuh melalui peningkatan akses pelayanan bank
syariah yang lebih luas ke masyarakat yang dapat dilakukan melalui pembukaan
kantor cabang baru beserta infrasruktur pendukung nya. Sehingga dengan
peningkatan jumlah asser yang memadai, bank syariah lebih fleksibel dalam
menyalurkan pembiayaan bagi hasil untuk memberdayakan Usaha Kecil
Menengah (UKM) dan berani mengambil risiko dalam melakukan pembiayaan
usaha. Selain itu untuk mengatasi permasalahan ketidakcocokan (mistmatch) dana
bank syariah, yaitu sumber dana yang bersifat jangka pendek sedangkan dana nya
digunakan untuk membiayai proyek bagi hasil yang cenderung bersifat jangka

panjang maka diperlukannya suatu hubungan kemitraan dengan lembaga
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keuangan lain, dalam hal ini peran perusahaan asuransi dan pengelola dana
pensiun syariah dapat dijadikan sebuah solusi. Hal ini karena sumber dana
asuransi dan dana pensiun yang bersifat jangka panjang sehingga dana masyarakat
yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pembiayaan proyek bagi hasil dengan
mekanisme Join Financing maupun melalui instrumen obligasi yang di terbitkan

bank syariah.

1.  Challenges dan Opportunity di Indonesia
a. Analisis Lingkungan Usaha

Lingkungan wusaha dalam hal ini untuk perbankan,
tentunya juga perbankan syariah, dipengaruhi oleh lima kekuatan
besar. Lima komponen tersebut adalah: kondisi ekonomi; kondisi
sosial kultural demografi/psikografi; kondisi politik, pemerintahan,
dan hukum; kondisi teknologi; dan kondisi faktor-faktor
kompetitif. Berikut ini akan dianalisis tantangan dan peluang
dari lingkungan usaha yang sedang berkembang yang dihadapi

perbankan syariah di Indonesia.

1) Analisis Ekonomi

a) Analisis Ekonomi Makro
Tahun 2006 oleh Citigroup disebut sebagai a
year of transition. Kesimpulan tersebut merupakan hasil
analisis global market. yang dikeluarkan oleh bank
investasi tersebut di penghujung tahun lalu, berkaitan

dengan prospek pasar 2006. Ada beberapa faktor ekonomi
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global yang dipandang akan berpengaruh pada ekonomi
global dalam laporan tersebut. Faktor yang akan
berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global,
menurut laporan Citigroup tersebut diantaranya (Arief Budi
Susilo, 2006) : Pertama, siklus kenaikan suku bunga The
Fed sejak pertengahan 2004 agaknya akan berakhir awal
tahun ini. Kedua, Jepang tampaknya memulai proses
panjang keluar dari kebijakan moneter sangat akomodatif
paruh kedua tahun ini. Ketiga, dolar AS agaknya akan
.cenderung terdepresiasi ketimbang apresiasi. Keempat,
permintaan minyak r:kemungkjnan melunak karena harga
yang tinggi, schingga tren kenaikan harga sejak 2002 pada
akhirnya akan berhenti. Kelima, sejumlah negara, termasuk
Brasil, Italia dan Meksiko, menghadapi pemilu penting
tahun ini. Keenam, transisi kepemimpinan The Fed
bakal mempengaruhi kebijakan moneter AS dan global.
Tentu saja sejumlah faktor yang menyetir
perekonomian dunia tersebut pada akhirnya akan turut
mengemudikan arah perekonomian Indonesia tahun ini.
Perekonomian Indonesia ke depan secara lebih khusus,
menurut Miranda S. Goeltom (2005) akan menghadapi
beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut antara lain:

Pertama, tekanan terhadap ketidakstabilan makroekonomi



63

diperkirakan masih akan berlanjut. Dampak kenaikan harga
BBM dan second round effect-nya yang masih tersisa
sampai akhir 2005, serta rencana kenaikan administered
prices (misalnya tarif dasar listrik) pada awal 2006
diperkirakan akan  berkonstribusi pada peningkatkan
tekanan inflasi ke depan. Kedua, perkembangan harga
minyak dunia yang mempunyai potensi tetap tinggi, serta
tren kenaikan suku bunga The Fed telah mempengaruhi
kondisi ekonomi domestik, yang pada gilirannya juga
berdampak negatif pada sektor perbankan.

Dalam kaitan ini, kenaikan Bl Rate dan suku bunga
penjaminan  telah memaksa bank untuk melakukan
penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan
suku bunga kredit berisiko meningkatkan Non
Performing Loan (NPL), sementara pada sisi pasiva cost of
fund menjadi lebih tinggi terkait dengan upaya bank guna
mempertahankan dana masyarakat yang telah dihimpun.
Kondisi tersebut (doublel blows)  akan  dapat
mempengaruhi kinerja perbankan secara signifikan. Hal
ini, paling tidak, terlihat dari melambatnya pertumbuhan
kredit menjelang akhir 2005 dan beberapa bank merevisi
(menurunkan) target pendapatannya. Ketiga, dari sisi

eksternal, walaupun kondisi neraca pembayaran -sampai
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dengan akhir 2005 diperkirakan akan mencatat surplus,
namun masih terdapat beberapa risiko yang dapat
Imempengaruhi kondisi neraca pembayaran, seperti
rendahnya realisasi penarikan utang luar negeri (ULN)
pemerintah dan pembalikan arus modal portofolio. Di
samping itu, realisasi pembalikan arus modal asing
portofolio pada akhir tahun dan berlanjutnya siklus
pengetatan ekonomi AS juga dapat ~mempengaruhi
Lalulintas Modal (LLM) swasta. Namun, di lain pihak,
masih terdapat harapan, mengingat potensi kenaikan ekspor
nonmigas yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Dalam
jangka pendek, beberapa risiko tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakstabilan moneter, .terutama tekanan
inflasi yang akan cenderung besar.

Kenaikan harga bahan bakar minyak dua kali
dalam setahun, ditambah suku bunga perbankan yang
bergerak naik, merupakan dua faktor utama yang
mendongkrak biaya produksi. Hal itu juga memaksa
dunia usaha melakukan efisiensi habis-habisan. Dampak
kebijakan pemerintah mengenai harga minyak, yang
semula bertujuan menyelamatkan APBN dengan cara
mengurangi  subsidi BBM, ternyata telah memukul

sejumlah sektor padat karya, seperti tekstil dan produk
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tekstil (TPT), elektronika, dan sektor manufaktur yang
lain. Akibatnya, seperti kita ketahui, sebagian pelaku
usaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap karyawan. Menurut data resmi dari
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah
PHK pada kuartal IV 2005 bahkan naik 150%
dibandingkan kuartal ketiga tahun yang sama. Pada
kuartal Oktober-Desember 2005 itu, setelah pemerintah
menaikkan harga BBM, jumlah pekerja yang di-PHK
mencapai 55.697 orang. Padahal pada kuartal ketiga (Juni-
September), jumlah PHK baru mencapai 22.355 orang.
Jumlah  perusahaan  yang melakukan PHK  juga
bertambah. Jika pada 2004 jumlah kasus PHK
melibatkan 3.509 perusahaan, tahun lalu meningkat
menjadi  3.707 perusahaan, dengan puncaknya pada
Oktober 2005. Data resmi pemerintah itu setidaknya
-memberikan gambaran bahwa pelaku bisnis mengalami
tekanan yang berat sepanjang 2005. Pemerintah memang
telah menjanjikan sejumlah insentif, termasuk keringanan
pajak, bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga
BBM per 1 Oktober tahun (Sukamdani S. Gitosardjono,

2008).
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Pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan terus
berlanjut, meski realisasinya kemungkinan besar dibawah
prediksi sebelumnya dimana diharapakan ekonomi akan
tumbuh sebesar 6 %, dengan sumber pertumbuhan dari
konsumsi dan investasi. Secara keseluruhan pertumbuhan
ckonomi Indonesia pada 2006 masih akan bertumpu
pada konsumsi, sementara  pertumbuhan investasi
semakin  membaik sehingga diperkirakan dapat
meningkatkan kapasitas perekonomian secara
keseluruhan. " Sementara itu, ekspor barang dan jasa
diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, walaupun sedikit
lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi investasi, kenaikan konsumsi domestik dan
masih positifnya kinerja ekspor dan diiringi oleh prediksi
akan membaiknya iklim investasi diperkirakan akan
mendorong kegiatan investasi ke tingkat yang lebih baik.
Sementara itu, pertumbuhan kegiatan ekspor barang dan
jasa secara riil diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi.
Konsumsi swasta pada tahun 2006 diprediksikan akan
meningkat. Pertumbuhan konsumsi swasta ini dipengaruhi
oleh perkiraan semakin membaiknya sumber-sumber
pembiayaan baik dari bank maupun lembaga keuangan

lainnya. Bagi Bank Syariah, tentu saja sektor konsumsi
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masih akan menjadi pilihan yang menarik sebagaimana

ditunjukan tren ekonomi yang ada.

Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Kedepan

Setelah hampir enam tahun proses pemulihan
ekonomi, masih terlirat gejala yang kurang’
menggembirakan. Pemulihan ekonomi tampaknya belum
diikuti  dengan penciptaan kesempatan kerja  yang
memadai. Gejala jobless recovery tampaknya terjadi
selama masa pemulihan ekonomi ini terutama terjadi dalam
sektor formal. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat
secara signifikan dibandingkan sebelum krisis ekonomi.
Pada akhir tahun 2003 masih ada sekitar 9 juta
penganggur terbuka dan  belasan juta  setengah
penganggur terpaksa dimana jumlah ini jauh lebih tinggi
dibandingkan  sebelum krisis. Akibatnya pengurangan
kemiskinan berada jauh di bawah tren seharusnya.
Apalagi hampir separuh dari penduduk Indonesia masih
rentan terhadap pelbagai goncangan baik yang berasal dari
eksternal maupun internal. Pemerintahan = SBY-MIK
setidaknya telah menunjukan keinginan politik yang kuat
dan sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala

ekonomi politik tersebut.
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Dalam lima tahun mendatang pemerintah telah
menetapkan  beberapa sasaran  ekonomi antara lain
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah : 2004):

1. Tingkat Pengangguran menurun dari 9,5% tahun 2003
menjadi 6.7 % tahun 2009.

2. Tingkat Kemiskinan menurun dari 16,6 % tahun 2004
menjadi 8.2 % tahun 2009,

3. Untuk mencapai sasaran  penurunan tingkat
pengangguran  dan  tingkat kemiskinan, laju
pertumbuhan ekonomi harus mengalami akselerasi
dari 4,5% pada tahun 2003 menjadi 7,2% pada
tahun 2009 sehingga dalam lima tahun mendatang
laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai rata-rata
6,5% per tahun,

4. Sasaran laju pertumbuhan di atas hanya akan tercapai
jika rasio investasi terhadap PDB dapat ditingkatkan

dari 20,5% tahun 2004 menjadi 28.4% pada tahun 2009.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, agenda
yang akan dilakukan pemerintah adalah akselerasi
pertumbuhan ekonomi melalui program perbaikan iklim
investasi, menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi
makro, dan peningkatan dan perbaikan kemampuan

UKM, serta upaya pemberantasan kemiskinan. Pada sektor
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moneter, inflasi 2005 lebih banyak dipengaruhi oleh masih
tingginya ekspektasi inflasi dan menguatnya permintaan
agregat. Disamping itu, tekanan inflasi saat ini juga
berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga
dan pendapatan khususnya BBM. Badan Pusat Statistik
(BPS) telah mengumumkan inflasi bulan oktober sebesar
8,79 %, schingga inflési tahunan mencapai 17,89%, dan
inflasi Januari-Oktober 2005 sebesar 15,65%. Nilai tukar
rupiah untuk tahun 2006 diperkirakan akan terus
membaik setelah akhir tahun 2005 mengalami
kecenderungan melemah melewati angka Rp 11.000/USD.
Nilai tukar 2006 akan berada pada kisaran Rp
9.000/USD - Rp 10.000/USD.

Bank Indonesia masih akan mewaspadai adanya
faktor eksternal atas berlanjutnya kebijakan pengetatan
jumlah uang beredar (tightening cycle) dari Federal
Reserve Amerika Serikat. Faktor ini diperkirakan masih
akan mewarnai pergerakan mata uang dunia termasuk
rupiah. Sampai dengan Desember tahun 2005, suku bunga
Federal Fund mencapai 3,5 % atau meningkat dari level
awal tahun 2004 sebesar 1‘%;:' Arah kebijakan moneter
Federal Reserve tersebut kemungkinan masih akan

berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dalam jangka

*
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pendek, kecenderungan penguatan dolar AS secara
global masih akan terjadi. Namun demikian, dalam
jangka panjang perekonomian AS masih dibayang-
bayangi oleh defisit transaksi berjalan yang besar
sehingga memungkinkan terjadinya pelemahan dolar AS.
Dengan memperhatikan prospek ekonomi dan
sasaran inflasi yang ditetapkan dalam tahun 2005,
kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia
nampaknya tetap diarahkan pada upaya mempertahankan
stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dan
mendukung proses pemulihan ekonomi serta selaras
dengan upaya memantapkan konsolidasi fiskal dan
penyehatan APBN. Dalam kerangka tersebut upaya
penyerapan kelebihan likuiditas rupiah secara optimal
akan dilanjutkan dengan tetap memberikan fleksibilitas
bagi perubahan suku bunga. Atas dasar pengamatan
perkembangan suku bunga tahun-tahun sebelumnya dan
mempertimbangkan perkiraan indikator ekonomi lainnya
memasuki akhir tahun, maka suku bunga SBI 3 bulan
diperkirakan berada dalam rentang 8 - 13 persen.
Perkiraan ini bersifat indikatif karena tingkat suku

bunga SBI ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
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Kalangan perbankan syariah nasional tentu saja mau tidak

mau harus memperhatikan tren tersebut.

Analisis Perbankan dan Pasar Modal

Fenomena yang cukup menarik dari data Bank
Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan penyaluran
kredit perbankan hingga periode Mei 2005 masih
didominasi kredit konsumsi sebesar 38,42%, diikuti kredit
modal kerja sebesar 29,84%. Sementara kredit investasi
hanya sebesar 17,46%. Proyeksi penyaluran kredit dari
sisi penggunaannya untuk triwulan ke III tahun 2005
juga diperkirakan kredit investasi menduduki posisi paling
rendah hanya sebesar 2,5% disusul konsumsi 12,5%, dan
kredit modal kerja 85% (Bisnis Indonesia, 2005).

Indikasi untuk menyalurkan kredit ke segmen
korporasi masih akan tetap sulit dilakukan oleh perbankan
karena adanya faktor kehati-hatian (prudent) dan selektif
mengingat tingginya resiko kredit sektor industri
dibandingkan konsumsi. Kondisi ini ditambah lagi dengan
keluarnya PBI No.7/2/2005 mengenai kualitas  aktiva
produktif. Terlihat jelas arah penyaluran dana perbankan
kedepan masih tetap berfokus pada kredit konsumsi.

Memasuki penghujung Agustus, rupiah mengalami

tekanan yang dahysat. Rupiah menembus batas psikologis,
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yaitu Rp 10.000/USS$. Nilai rupiah anjlok dengan kecepatan
luar biasa dan volatilitasnya menjadi gila-gilaan, dalam
sechari bisa turun naik dalam rentang ratusan rupiah.
Melihat rupiah tiap hari semakin terpuruk, semua semakin
panik, sehingga terjadi panic buying. Hal ini kemudian
menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 11.800
(30/8) yang merupakan titik terlemah sejak 30 April
2001, Hal ini kemudian mendorong BI  untuk
mengeluarkan semua kebijakan pentingnya untuk 23
menahan dan meredam anjloknya nilai tukar rupiah.
Setelah BI mengeluarkan paket kebijakannya, Presiden
juga berpidato menyampaikan paket kebijakan fiskal yang
akan dikeluarkan. Setelah paket kebijakan tersebut
dikeluarkan, rupiah menjadi jinak, langsung menguat berada
di level Rp10.400/US$. Dari beberapa poin dalam paket
kebijakan BI, memang terdapat hal-hal yang positif,
tetapi ada beberapa yang akan berdampak pada bank
syariah. Terutama kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin
menjadi 9,5% (30/8) dan menaikannya kembali sebesar 50
basis poin sehingga menjadi 10,0% (6/9). Bahkan untuk
mersepon tingginya inflasi yang telah diumumkan BPS
pasca kenaikan BBM, BI menaikan kembali BI Rqre mejadi

12,25 % dari posisi sebelumnya 11 %.




Selain itu BI juga menaikkan giro wajib minimum
(GWM) rupiah berlaku sejak 6 September 2005. Untuk
Loan to Deposit Ratio (LDR) di atas 90% dikenakan
tambahan 0%. Selanjutnya, LDR 75%-90% dikenakan
tambahan 1%. LDR 60%-75% dikenakan tambahan 2%
dan LDR 50%-60% dikenakan  tambahan 3%. BI
menetapkan LDR  40%-50% dikenakan tambahan 4%
sedangkan LDR kurang dari 40% dikenakan tambahan 5%.
BI juga menaikkan imbalan jasa giro yang semula 3%
menjadi sebesar 5,5%, untuk seluruh tambahan GWM
rupiah di atas 5%. Kenaikan GWM ini tidak terlampau
berpengaruh dengan bank syariah, karena rata-rata bank
syariah memiliki Financing to Deposit Rasio (FDR)
diatas 90%. Sehingga tidak akan dikenakan tambahan.
Data bank sentral per Mei tahun ini memperlihatkan rasio
pembiayaan itu mencapai 109,11%.

Kebijakan BI menaikan suku bunga tentu akan
mendorong semakin naiknya suku bunga simpanan di bank
umum yang dalam dua bulan terakhir saja sudah
menunjukkan tren kenaikan. Kebijakan manajemen bank
tersebut tentunya untuk menjaga kepercayaan masyarakat
seiring naiknya BI Rate sebagi patokan resmi. Menghadapi

hal ini, kalangan perbankan syariah nasional menghadapi

- —— —
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pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga
dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada
pihak bank  yang diharapkan  berujung  pada
meningkatnya equivalent Rate kepada deposan (Bisnis
Indonesia, 2005_).

Langkah antisipasi bank syariah, dilakukan
dengan meningkatkan pelemparan pembiayaan ke
masyarakat serta meningkatkan rasio keuntungan
(nisbah) yang diterima pihak bank. Tentu saja
harapannya dengan naiknya rasio pembiayaan akan
meningkatkan profitabilitas bank syariah  sehingga
mampu memberikan tingkat pengembalian (equivalent
Rate) yang lebih baik kepada nasabah deposan. Suku bunga
tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah.
Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan syariah
lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang

tidak realistis.

2) Analisis Sosio-kultural, Demografi/Psikografi
Perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah
Sosio-kultural, Demografi/ Psikografi ini, terutama sekali
dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat
pesat. Dalam kenyataannya, teknologi informasi tersebut

tidak hanya menjamin kelancaran perpindahan informasi
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saja, tetapi lebih dari itu teknologi tersebut juga

menjembatani perpindahan nilai-nilai, perilaku, gaya hidup

masyarakat. Peneliti dari Markplus Strategy Consulting
menulis dalam jurnal Markplus Quaterly millennium edition,

setidaknya ada empat hal yang menggerakkan perubahan di

Indonesia saat ini, yaitu (Adril Hakim, 2000):

a) Global Paradox. Timbulnya suatu gejala keseragaman
dalam informasi, sikap dan tingkah laku. Akibatnya
terbentuklah serangkaian nilai/norma dan sikap yang
disetujui bersama, terutama sekali dalam isu-isu hak
asasi manusia dan demokrasi. Isu-isu tersebut memotivasi
masyarakat untuk menghormati keberagaman budaya,
agama, ras dan etnik. Secara bersamaan makin pula
upaya tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut untuk
mempertahankan identitas dan eksistensi kelompoknya.

b) Pencarian terhadap kemudahan. Dengan adanya arus
informasi yang bebas, pelanggan menjadi semakin cerdas
dan makin menuntut value semakin tinggi dari produk-
produk yang mereka pakai. Dalam kegiatan perbankan
misalnya, pelanggan menuntut akses yang mudah dan aman
dalam bertransaksi, mencairkan vang mereka dan lain-
lain. Akibatnya muncullah produk-produk seperti kartu

kredit, ATM, kartu debit dan seterusnya.
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¢) Euphoria demokrasi. Berkembangnya nilai-nilai demokrasi
ini makin memperkuat posisi tawar menawar setiap
komponen masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis
dalam mensikapi segala sesuatunya.

d) Paradigma baru kewirausahaan. Munculnya pengusaha-
pengusaha yang mulai meninggalkan pola usaha lama
seperti ketergantungan dengan captive market, figur-
figur yang dekat dengan poros kekuasaan dan lain-lain.
Dalam dunia perbankan misalnya, muncul kesadaran

untuk mewujudkan operasi perbankan yang prudent.

3) Analisis Kekuatan Politik, Pemerintahan dan Hukum

Hasil jajak pendapat harian Kompas sembilan bulan
masa pemerintahan Presiden SBY memperlihatkan kenaikan
yang signifikan, hampir sejajar dengan hasil masa bulan madu
tiga bulan (Kompas, 2005). Kenaikan kepuasan responden
tersebut meliputi semua bidang, yaitu perekonomian,
kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta hukum. Jika
dibandingkan dengan hasil jajak pendapat sembilan bulan
pemerintahan sebelumnya, keyakinan responden terhadap
kemampuan Presiden SBY mengatasi berbagai masalah
perekonomian, kesejahteraan sosial, politik, keamanan, dan
hukum jauh melampaui penilaian terhadap pemerintahan

Megawati maupun Abdurrahman Wahid. Rapor 9 bulan
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Presiden SBY untuk keempat bidang itu adalah 77,5 persen,
78,6 persen, 81,9 persen, dan 82,3 Persen. Untuk Presiden
Megawati 58,0 persen, 63,1 persen, 60,2 persen, dan 55,7
persen. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid 52,0 persen,
54,2 persen, 52,6 persen, dan 54,7 persen.

Tampak dalam jajak pendapat tersebut, apresiasi
responden, terutama pada bidang hukum, mungkin sekali
terkait komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi
dan aneka bentuk penyalahgunaan hukum dan kekuasaan.
Hal ini setidaknya meruapakan representasi tentang
perbaikan arah perkembangan politik, pemerintahan dan
hukum kedepan. Tetapi hasil survei Lingkaran Survei
Indonesia (LSI) pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober
ketikdapuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pemerintah.

Demokrasi lokal yang didorong melalui proses
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung
memberikan optimisme transparansi pembangunan daerah.
Otonomi daerah juga telah memberikan arah konsentrasi
pembangunan yang mulai tersebar lebih merata.

Kondisi politik 2006 diperkirakan lebih stabil
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena selama
2005 terjadi rekonfigurasi peta kekuatan politik partai-partai

yang mempermantap dukungan Dewan Perwakilan Rakyat
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terhadap pemerintah. Rekonfigurasi peta kekuatan politik itu
terjadi dengan masuknya Partai Golkar, yang menguasai
23,09% dari total 550 kwrsi di DPR, sebagai pendukung
pemerintah. Perubahan posisi Partai Golkar itu dinyatakan
dalam Rapimnas pada akhir November 2005. Padahal,
sebelumnya partai ini memposisikan diri  sebagai
penyeimbang pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah
juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai
Amanat Nasional. Kedua parpol ini menyatakan diri
sebagai 'mitra kritis' pemerintah. Belakangan Partai
Kebangkitan Bangsa (pimpinan Muhaimin Iskandar) pun ikut
merapat ke pemerintah. Kondisi ini terjadi dengan
diangkatnya Erman Supamo sebagai Mennakertrans saat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak (reshuffle)
Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas. Peta politik
nasional, dengan demikian, menunjukkan dukungan terhadap
pemerintahan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla paling
besar, sekitar 73,27% dari total kursi di Dewan. Kekuatan
mayoritas ini sudah termasuk dukungan Partai Demokrat,
Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Cyrillus 1. Kerong,

2006).
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4) Analisis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi
sebuah keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerja dan
memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan
ccpa-t, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan
meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi
informasi dewasa ini memperlihatkan bermunculannya berbagai
jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-
government, e- commerce, e- education, e-medicine, e-
laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan
elektronika.

Dalam~ konteks perbankan, saat ini telah banyak
nasabah, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi
menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya,
tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modemn.
Untuk menunjang keberhasilan operasional bank, sudah pasti
diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses
dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan
bergantung pada teknologi informasi online. Institusi
perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh
pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan
mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi

informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan
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produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-
Jasa mereka kepada pelanggan mereka.

Nasabah kini menginginkan agar dapat dengan
mudah membayar berbagai pembayaran tagihan rutin maupun
melakukan berbagai transaksi dari belahan dunia manapun, 24 '
jam sehari, 7 hari seminggu Sebégai contoh dahulu, untuk
kliring atan tukar-menukar warkat di perbankan masih
sangat manual. Mulai tahun 1990, otomatisasi menggunakan
warkat sudah dilakukan dengan mesin. Kemudian masuk
tahun 1996-1997, berubah menjadi kliring elektronik hingga
kemudian Bank Indonesia (BI) berubah menerapkan RTGS
(Real Time Gross Settlement). Selain itu, internet juga telah
menjelma menjadi sebuah delivery channel yang berpotensi
hampir tanpa batas untuk perbankan. Meski di Indonesia
mengalami hambatan Idengan rendahnya penetrasi komputer
PC di rumah tangga dan jumlah nasabah yang mengakses
Internet. Tetapi, Internet Banking, seperti juga electronic
delivery channel lainnya, misalnya ATM, pada awalnya
tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan nasabah. Melainkan
karena didorong perkembangan teknologi yang menawarkan
banyak kemudahan, sampai akhirnya mereka menyadari
bahwa Internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi

perbankan.
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Di sisi lain, M-commerce dan layanan jasa keuangan
diperkirakan akan menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel.
Termasuk layanan perbankan, jual beli saham dan asuransi.
Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan
menjadi delivery channel yang sangat penting dalam layanan
perbankan di masa depan, karena banyak memberi
kemudahan, Nasabah  bisa menggunakan waktu  tidak
produktifnya, misalnya, pada saat menunggu pesawat terbang
atau kereta api, untuk melakukan transaksi perbankan atau
membayar berbagai tagihan. Fasilitas yang perlu disediakan;
seperti call center, phone banking, SMS banking dan Internet
Banking. Dengan beragamnya fasilitas yang ada, ini akan
memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai
selera masing-masing.

Untuk memberikan layanan yang lengkap dan utuh,
perbankan kedepan mungkin akan mengadopsi konsep multiple
delivery channel, di mana bank memberikan layanan melalui
saluran yang dirasakan paling nyaman bagi nasabah.
Nasabah yang ingin full service bisa dilayani di cabang, yang
ingin melakukan transaksinya sendiri bisa melalui ATM,
Phone banking atau Internet. Untuk pembayaran gaji dapat
dilakukan secara otomatis. Di sisi lain, bank akan

menurunkan biaya per ftransaksi dengan mengalihkan




transaksi ke channel swalayan berbasis teknologi. Misalnya;
balance inquiry yang biasanya dilayani Customer Service
sekarang bisa dilayani Interactive Response System, penarikan
tunai dapat dilakukan melalui ATM dan transfer atau
pembayaran tagihan telepon dapat dilakukan melalui Internet
Banking.

Selain itu bank membutuhkan infrastruktur disaster
recovery (disaster recovery center) dan prosedur atau rencana
penerapan disaster recovery (disaster recovery plan).
Infrastruktur disaster recovery mencakup fasilitas data center,
Wide Area Network (WAN) atau telekomunikasi, Local Area
Network (LAN), hardware, dan aplikasi. Selama ini
kegagalan IT yang terjadi setelah implementasi, karena
kurang terdukung sistem pengamanan (security system) yang
memadai dan belum tersedianya sistem pemulihan (disaster
recovery system) karena masih dianggap sebagai cost
sehingga ditinggalkan atau belum menjadi perhatian penting
oleh manajemen. Padahal obyektif sistem pengamanan
informasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan
(availability), integritas (integrity), kerahasiaan
(confidentiality), akuntabilitas (accountability) dan jaminan
(assurance) sistem informasi dalam menunjang kegiatan

perusahaan.




Penerapan TI oleh perbankan tentu saja ditujukan
untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meminimalisasi
risiko  operasi, meningkatkan produktivitas, ketepatan dan
keamanan operasi perbankan. Selain itu TI digunakan
sebagai piranti analisis dan instrumen pemasaran. Selain itu
penerapan TI diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi nasabah dengan menyediakan service delivery
channel yang terintegrasi melalui kapabilitas TI yang akan
meningkatkan daya saing, dan meningkatkan return on
investment (ROI) yang optimal.

Dan benar bahwa teknologi yang diterapkan dengan baik
memberikan competitive advantage kepada sebuah bank. Setiap
bank mempunyai akses yang sama atas teknologi yang ada,
namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah
mereka yang berhasil meraciknya ke dalam sebuah
konfigurasi  yang  fungsional dan  efisien, yang
diimplementasikan dengan seksama, yang mendukung produk
dan layanan yang menarik serta dioperasikan dengan tepat-
guna.

Diprediksikan, seluruh bank di  Indonesia akan
membelanjakan dana sekitar US$ 250 juta untuk piranti
teknologi perbankan di masa mendatang. Sebenarnya,

belanja untuk  teknologi dilakukan perbankan nasional
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sebelumnya pemah dilakukan pada 1998-1999.  Tetapi
semenjak krisis relatif terhenti. Konsolidasi yang dilakukan
perbankan Indonesia  setelah  krisis, tentunya  akan
ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem perbankan yang
terus menerus. Teknologi perbankan, akan berperan dalam
mendukung operasionalisasi perbankan menjadi lebih baik,
termasuk untuk menjadi bank kelas dunia.

Diharapkan, teknologi  perbankan juga dapat
diperuntukkan untuk mengatasi masalah infrastruktur di
perbankan berupa sistem pembayaran, yakni real time gross
settlement (RTGS), biro kredit, dan sistem anti pencucian vang,.
Kedepan, kalangan perbankan secara umum masih
membutuhkan  panduan implementasi teknologi seiring
dengan rencana bank sentral menerapkan aturan AP Sistem
TI di bank berskala besar diperkirakan akan semakin
kompleks. Sementara kebutuhan TI di bank berskala kecil
juga mendesak. Padahal, sebagian besar bank berskala kecil
memiliki kemampuan terbatas untuk membangun infrastruktur
teknologi sendiri. Bank yang modalnya sangat kecil secara
otomatis akan kesulitan melakukan investasi TI sendirian. Di
sisi lain, bank tersebut tetap diwajibkan menggunakan sistem

TI. Dengan kondisi itu, maka pilihannya adalah menggunakan
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infrastruktur TI  bersama  bank-bank lainnya atau
mengembangkan sendiri dengan biaya yang besar.
Analisis Faktor-faktor Kompetitif

Secara institusional, sampai dengan akhir tahun 2005
jumlah bank yang mclaksanakan. kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah meningkat menjadi 3 Bank Umum Syariah
(BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum
Konvensional 30 dan 92 BPRS.

Bank-bank inilah yang akan saling menjadi
kompetitor  inti. Menurut peraturan Bank Indonesia No
2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai
untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 trilyun diluar setoran
dalam bentuk lain. Ketentuan ini tentu memperkecil potensi
pemain lokal baru yang akan masuk. Namun ancaman
masuknya bank asing besar mungkin masih tetap harus
diwaspadai oleh para pemain lokal.

Terbukanya  peluang pembukaan UUS  juga
memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari
bank konvensional. Dalam ketentuannya Bank Indonesia
memberikan waktu bagi bank konvensional yang hendak
mengubah usahanya menjadi syariah untuk menyelesaikan
hak dan kewajibannya sebagai debitor maupun kreditc;r

paling lama 360 hari. Hak tersebut diatur dalam surat
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edaran BI No0.8/8/DPBs yang berlaku sejak 1 Maret 2006.
Bank baru. bisa melakukan kegiatan syariah setelah
mendapatkan persetujuan dari bank sentral. UUS juga banyak
yang berkeinginan membuka office chanelling, hal ini didorong
oleh PBI No. 8:’3!P_BI/2006 mengenai Pembukaan Kantor
Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip syariah oleh Bank Konvensional. Sejumlah bank
yang memiliki UUS, berencana mengoperasikan outlet di
cabang konvensional di berbagai wilayah Indonesia, menyusul
keluarnya ketentuan office chanelling dari Bank Indonesia
“ tersebut. Aturan tersebut tentunya akan mendorong semakin
tingginya tingkat persaingan dalam perebutan dana pihak ketiga
di bank syariah.

Selain itu, samapai saat ini sebagian besar kaum
muslimin masih memiliki keragaman padangan tentang
bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif
fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-
bank syariah tidak hanya bersaing dengan sesama bank
syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional.
Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi

pesaing atau sebaliknya dapat menjadi mitra.
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b. Analisis Industrial
1) Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Terkait
a) Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah saat ini ditandai
dengan margknya perusahaan yang listing di Jakarta
Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah
dan juga Reksadana Syariah. Kinerja saham syariah
yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang
cukup mengembirakan. Kapitalisasi pasar saham syariah
yang terdaftar dalam JII telah mencapai Rp.259,66 triliun
pada akhir Desember 2004. Dengan keluarnya fatwa
Obligasi Jjarah tahun 2004 juga telah mendorong
sebanyak 7 (tujuh) emiten mendapat pernyataan efektif
dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi
Syariah Jjarah dengan total nilai emisi sebesar Rp.642
Miliar. Sehingga sampai dengan akhir 2004 ini, secara
kumulatif terdapat 13 obligasi syariah dengan total
nilai emisi sebesar Rp.1,38 triliun. Reksadana syariah
juga tumbuh mengesankan, secara kumulatif menjadi 10
reksa dana syariah sampai dengan akhir 2004.

Tahun 2005 merupakan tahun internalisasi bagi
Bapepam dalam pengembangan pasar modal syariah.

Internalisasi ini dilakukan guna membangun kerangka
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pengembangan yang komprehensif. Untuk itu, pada
semester pertama tahun 2005 Bapepam telah menyusun
sasaran dan strategi pengembangan pasar modal syariah
dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya sasaran dan
strategi .tersebut dituangkan menjadi bagian dari Master
Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009.

Arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah
satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia
tahun 2005-2009. Dua strategi utama telah ditetapkan
dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Pertama;
mengembangkan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi
pengembangan pasar modal syariah. Keduva, mendorong
pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.
Pengembangan pasar modal syariah ini diharapkan
menjadi bagian dari pengembangan suatu sistem
keuangan syariah yang menyeluruh hingga dapat
mendukung terciptanya konsep Dual Financial System.

Sejalan dengan Sasaran dan Strategi tersebut,
Bapepam  telah  melakukan penyusunan Peraturan
Bapepam tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar
Modal. Pada tahun 2005 penyusunan draft Peraturan
Bapepam  tersebut  telah mencapai tahap final.

Selanjutnya pada tahun 2006 peraturan ini diharapkan
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dapat diterbitkan sesuai dengan apa  yang  telah
ditargetkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia.
Bapepam juga memiliki target bahwa pada tahun 2007
telah tersusun standar akuntansi untuk kegiatan pasar
modal syariah.

Dari sisi pertumbuhan produk pasar modal
syariah, pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3 (tiga)
emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari
Bapepam untuk menawarkan obligasi syariah ijarah
dengan nilai emisi sebesar Rp. 585 miliar, Secara
kumulatif sampai dengan tahun 2005 total emiten telah
mendapat efektif dari Bapepam untuk dapat menerbitkan
obligasi syariah mencapai 16 emiten (10% dari total
Emiten) dengan total nilai emisi. Rp. 2 triliun. (2% dari
total nilai emisi obligasi). Reksa Dana syariah pada tahun
2005 tetap mengalami pertumbuhan  yaitu dengan
diluncurkannya 6 Reksa Dana syariah baru, termasuk 2
diantaranya Reksa Dana yang menggunakan skema
proteksi. Hal ini berarti secara kumulatif hingga akhir
tahun ini terdapat 16 Reksa Dana syariah. Reksa Dana
syariah pada tahun 2005 ini juga diwamai oleh turunnya
Nilai aktiva Bersih (NAB) akibat dari kondisi pasar obligasi

yang mengalami trend penurunan. NAB reksadana syariah
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yang sempat mencapai puncaknya pada bulan Agustus
2005 yang mencapai Rp. 1,19 triliun menjadi Rp. 567,7
miliar per 21 Des 2005. Saham-saham yang termasuk
dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mencatat kinerja
yang cukup menggembirakan. Indeks JII pada akhir
tahun mencapai 200,93 (per 21 Des 2005) dengan
kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 397,97 trliun (per 21
Des 2005).

Secara kualitas, ternyata Kkinerja reksadana
syariah  Indonesia  juga melampaui Malaysia. Data
Bloomberg yang diolah oleh KBC menunjukkan
reksadana Danareksa Syariah dan PNM Syariah-masuk
dalam 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan
returnnya sclama 3 tahun terakhir. Danareksa Syariah
memberi refurn 10,9 persen dalam tahun 2005, sedangkan
PNM Syariah memberi return 13,3 persen. Return dalam 3
tahun terakhir (per 3 Februari 2006) dari Danareksa
Syariah mencapai 24,9 persen, dan PNM Syariah mencapai
17,4 persen. Begitu pula kinerja reksadana syariah yang
portofolionya obligasi syariah, reksadana Batasa Syariah
menduduki peringkat pertama dan kedua dari 15 besar
reksadana syariah dunia berdasarkan refurnnya selama

1 tahun terakhir. Di 33 peringkat pertama Dompet
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Dhuafa Batasa Syariah memberi refurn 12,4 persen
dalam tahun 2005, dan di peringkat kedua Batasa Syariah
memberi return 13,1 persen.

Meski demikian pasar modal syariah Indonesia
masih tertinggal jauh dari sisi volume, baik reksadana
syariah maupun  obligasi  syariah. Malaysia  saat
menguasai 62 persen dari seluruh obligasi syariah yang
diterbitkan di dunia, sedangkan Indonesia baru 1 persen.
Hal ini sangat wajar mengingat _obligasi syariah yang
diterbitkan di Indonesia masih dalam rupiah sehingga
investornya adalah investor lokal. Berlainan dengan
Malaysia yang telah berhasil menarik investor asing. Atas
kepentingan menarik investor asing inilah, timbul
dorongan yang kuat agar pemerintah segera menerbitkan
SUN yang tidak bertentangan dengan syariah.

Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan
memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena
pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan
kelengkapan dan kokohnya industri keuangan syariah untuk
dapat beraliansi secara strategis.

Perkembangan obligasi syariah misalnya, secara
khusus akan dapat men_jadj kanal penyaluran kelebihan

dana dan kesulitan investasi dari bank syariah. Obligasi
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Syariah menjadi alternatif investasi. jangka panjapg
untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang aman dan
return-nya cukup baik. Selain itu bank syariah juga
dapat mengeluarkan obligasi syariah untuk mengurangi
kesulitan manajemen dananya yang banyak dalam bentuk
deposit jangka pendek.

Sedangkan dalam konteks reksadana syariah
sebagaimana diatur dalam UU No. 10/1998 tentang
Perbankan pasal 6 huruf m, bank syariah dapat
menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitan dengan
reksadana bank syariah dapat bertindak sebagai: (i)
Investor/pembeli  produk reksadana, (ii) penyertaan
(sponsorship) bank pada perusahaan reksadana, (iii)
Bank kustodian, (iv) manajer investasi, dan (v) agen

penjual.

b) Asuransi Syariah
Dalam konteks muammalah, konsep asuransi
tidak dikenal, namun konsep yang dapat dikatakan sepadan
adalah konsep Takaful yang berasal dari kata kafala yang
berarti menjamin, menjaga atau memelihara. Dalam
perkembangannya asuransi syariah mengelola dana para

peserta asuransi dalam bentuk premi yang dibayarkan
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menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil), prinsip
fabarru’ (donasi) ataupun prinsip al musahamah
(kontribusi), dengan menginvestasikannya di sektor riil
yang dibenarkan secara syariah,

Jika dari investasi tersebut pengelola asuransi
syarish mendapatkan profit, maka peserta asuransi dapat
memperoleh sharing atas keuntungan itu. Jika premi
dibayarkan dengan prinsip mudharabah, maka keuntungan
yang diperoleh peserta asuransi didasarkan pada nisbah
bagi hasil, sedangkan p'remi yang berasal dari tabarru’
besarnya manfaat  yang diberikan tergantung pada
kebijakan pengelola.

Sementara itu dalam prakteknya terdapat dua
jenis asuransi syariah, yakni asuransi keluarga (family
insurance) dan asuransi kerugian secara wnum (general
insurance). Asuransi keluarga merupakan adaptasi dari
konsep agilah dan umumnya menggunakan akad
mudharabah dan tabarru’. Sedangkan asuransi umum
dilakukan menggunakan asas tolong rrienolong yang
menggunakan prinsip al musahamah, Secara industri,
dengan semakin diminatinya produk-produk keuangan
syariah, terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam

hal jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan
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produk asuransi syariah dengan dibukanya kantor
cabang syariah di perusahaan asuransi konvensional dan
perusahaan reasuransi syariah. Hingga akhir tahun 2005,
industri asuransi syariah nasional diisi 27 pemain yang
terdiri dari dua perusahaan asuransi jiwa dan satu
perusahaan asuransi kerugian. Selain itu, terdapat
sembilan divisi syariah asuransi jiwa dan 15 divisi syariah
asuransi kerugian dan reasuransi. Keberadaan perusahaan
_asuransi juga melib_atkan perusahan pialang (broker) yang
berpraktik syariah antara lain: PT Fresnel Indonesia dan
PT Amanah Jamin Indonesia (pialang asuransi) dan PT
Asia Re (pialang reasuransi). Pialang syariah
dibutuhkan karena sosialisasi calon pemegang polis
yang belum memahami kontrak asuransi syariah
memerlukan jasa broker.

Data dari Depkeu menunjukkan jumlah total
aset yang dibukukan industri asuransi syariah per akhir
2004 sebesar Rp518,82 atau baru 1,6% dari total
industri asuransi nasional Rpl19,90 triliun. Kecilnya
kontribusi penguasaan pasar juga dibukukan industri
asuransi syariah dalam pendapatan premi.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AAST)

memproyeksi anggotanya akan berjumlah 40 perusahaan
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hingga akhir tahun 2006 ini. Lima perusahaan asuransi
diketahui telah mempresentasikan rencana pembukaan
unit syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Namun, kelima
perusahaan tersebut masih menunggu keluarnya izin
operasi dari Departemen Keuangan. Beberapa nama calon
pemain baru asuransi syariah antara lain: PT Asuransi
Ramayana, WanaArtha Life, PT Asuransi Bosowo Periskop
dan PT Asuransi Parolamas. Karim Business Consulting,
menyampaiakn peran divisi 'syariah dari #suransi asing
akan semakin mendominasi peta persaingan perebutan
premi di industri asuransi syariah. Keberadaan asuransi
Allianz, Great Eastern, Takaful dan AIA akan diikuti
langkah penetrasi yang kuat. Allianz, misalnya, dalam
setahun pertama berani mematok target premi Rp10 miliar
dari 3.000 polis.

Depkeu sendiri diketahui tengah menyiapkan
cetak biru perasuransian syariah berisi  sejumlah
ketentuan yang telah diharmonisasikan dengan praktik
standar internasional. Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan Depkeu  juga berkomitmen dalam upaya
melindungi kepentingan nasabah serta memberi ruang

gerak dan iklim kompetisi yang sehat industri asuransi
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syariah. Sejumlah regulasi pendukung yang disiapkan
Depkeu antara lain: permodalan, produk, pengukuran
tingkat kesehatan, dan pengembangan sumber daya
manusia.

Dalam pengembangan industri asuransi syariah,
Indonesia  ternyata mengungguli Malaysia.  Jumlah
perusahaan asuransi yang menawarkan layanan syariah
di Indonesia hampir mencapai 30, diantaranya 27 telah
beroperasi. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang
memiliki 3 perusahaan reasuransi syariah, mungkin tahun
ini akan menjadi 4. Bank syariah berpeluang untuk
memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah ini dengan
menjalin  aliansi  strategis.  Diantaranya deﬁgan
melahirkan produk bancassurance. Bancassurance
diperkirakan bakal menjadi sumber dana yang potensial
bagi perusahaan asuransi (asuransi jiwa) dan perbankan
pada masa mendatang. Kansnya cukup besar. Saat ini
penetrasi pasar asuransi di Indonesia baru 2% atau sama
dengan 4,2 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang
212 juta orang. Dari total penduduk Indonesia tersebut,
yang memiliki rekening di bank hanya 18%. Jadi, baru
terdapat 38 juta rekening di Indonesia. Sementara, rata-

rata pertumbuhan nilai premi baru 23%, sedangkan
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pertumbuhan pemegang polis baru 5%. Di sisi lain,
nilai deposito yang mengendap di perbankan mencapai Rp
250  triliun. Dari indikator tersebut, Investment and
Banking  Research Agency (INBRA) memprediksi,
potensi dana yang bisa dikumpulkan dari bancassurance
bisa mencapai Rp13,6 triliun.

Bancassurance  berbeda  dengan  instrumen
investasi lain, seperti deposito. Produk bancassurance
menggabungkan unsur investasi dan proteksi, sehingga
nasabah mendapatkan keuntungan ganda. Karena itu, besar
kemungkinan, pada masa mendatang, pemilik uang akan
mencari alternatif investasi, yakni instrumen investasi
yang tidak hanya mampu mengembaﬁgkan uang, tapi
juga melindungi jiwa mereka. Dan, bagncassurance
berpeluang menjadi pilihan kebanyakan nasabah.

Adanya sinergi antara dua industri keuangan--
asuransi yang mengeluarkan produk bancassurance dan
bank yang memasarkan produk--tentu akan menguntungkan
kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar
memasarkan produknya, sehingga berpeluang
meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan

_berpeluang memperbesar fee based income.
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2) Analisis Industri Perbankan Syariah

Merujuk pada analisis Porter, sifat persaingan dalam
suatu  industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima
kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat
persaingan meliputi: (1) Peseteruan di antara perusahaan
yang bersaing; (2) Peluang potensial masuknya pesaing baru;
(3) Pengembangan potensial dari produk subtitusi; (4) Kekuatan
tawar dari nasabah deposan; dan (5) Kekuatan tawar dari
nasabah pembiayaan.

Utuk analisis ini akan dijelasakan secara lebih rici.
Pertama, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat
tinggi. Lahirnya Undang-Undang No. 10 Th 1998, tentang
perbankan pada bulan November 1998, felah memberi peluang
yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di
Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank
beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan “dual
banking system” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah.
Selain itu, DPR juga telah menyetujui penggunaan hak
inisiatifiya untuk menyusun RUU Perbankan Syariah di
tengah derasnya desakan berbagai pihak dari kalangan
masyarakat keuangan syariah. Melalui Sidang Paripurna DPR
(27/9), dewan menyetujui hal itu untuk memberikan angin

segar bagi perkembangan sektor perbankan syariah. DPR
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mengharapkan penyusunan RUU itu dapat berjalan lebih
cepat sehingga bisa segera mungkin pula untuk dijadikan
sebagai UU. Setidaknya saat ini sudah ada beberapa versi draf
RUU Perbankan Syariah yang masuk ke dewan atas dasar
permintaan dewan sendiri maupun inisiatif dari kelompok
masyarakat. Di antara draft RUU itu adalah konsep Bank
Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI),
dan Asbisindo yang sudah berada cukup lama di DPR
(Bisnis Indonesia, 28/9/05). Dengan adanya UU tersebut
kalangan perbankan syariah diharapkan bisa bergerak lebih
cepat dan membesar untuk merebut pasar yang lebih besar
terhadap sistem perbankan nasional.

Perkembangan industri berbankan syariah dalam
tahun 2005 masih ditandai dengan tingkat ekspansi yang
tinggi yang menunjukkan adanya demand terhadap jasa
perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan
dalam berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan
tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan
perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari
pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti
jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan

pembiayaan yang diberikan. Secara institusional, 3 BUS, 19
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UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor inti dari
masing-masing bank syariah.

Kedua, Peluang potensial masuknya pesaing baru
juga sangat besar. Menurut peraturan Bank Indonesia No
2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai
untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran
dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan
menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya memperbesar
potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman
masuknya bank asing besar yang masih tetap harus
diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang
pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya
pesaing-pesaing baru dari bank konvensional.

Ketiga, berkaitan dengan pengembangan potensial
. dari produk subtitusi untuk perbankan juga sangat besar.
Apalagi sebagian besar kaum muslimin memiliki keragaman
padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan
perspektif fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini
membuat Eank-bank syariah tidak hanya bersaing dengan
sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank
konvensional.

Saat ini lembaga-lembaga  multifinance  juga

berpeluang menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat
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menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan reksadana
terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi,
serta unit link syariah yang dilahirakn Asuransi Syariah
juga  merupakan produk  subtitusi yang  potensial
mengerogoti DPK dalam bentuk investasi. Keempat  dan
kelima, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan
dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk
perbankan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perbankan
merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir
sama semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah
deposan dan nasabah pembiayaan memiliki peluang untuk
berpindah secara bebas ditengah banyaknya jumlah bank

‘syariah serta produk-produk substitusi..




